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PUTUSAN
Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat kediaman di Kab. Malang. Dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Ronald Budi Laksmana, S.H.,
Bary Fadly, S.H. dan Bagus Putra Insula, S.H.,,
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bromo No
445 RT 19 RW 05 Mangunrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2023,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
143/Kuasa/1/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 04 Januari 2024,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kab. Malang, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024
telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang, Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 04
Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2006 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian perkawinan tersebut telah
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dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbermanijing,
Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah
dengan Nomor : 846/25/X11/2006 tertanggal 25 Desember 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal
bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Malang;
4, Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak yakni:
Anak, laki-laki, lahir pada 18 Juni 2016;
5. Bahwa sejak Januari 2012 ketentraman rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya
adalah :
a. Tergugat berulang kali kedapatan berselingkuh dengan
tetangga sendiri bahkan sejak Juli 2012 hingga Maret 2013 Tergugat
pernah  meninggalkan  Penggugat dan tinggal bersama
selingkuhannya selama 8 ( delapan ) bulan, namun berulang kali pula
Penggugat memaafkan perilaku Tergugat;
b. Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya dan
berulang kali kedapatan berbohong kepada Penggugat sehingga
Tergugat sangat minim sekali dalam memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat sehingga Tergugat sama sekali tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, dan untuk memenuhinya
terpaksa Penggugat yang harus bekerja keras;
C. Tergugat hampir setiap malam pergi meninggalkan rumah
tanpa diketahui arah tujuannya dan setiap kali ditanya selalu
menjawab dengan berbelit-belit bahkan berkata kasar kepada
Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat tidak dihargai

sebagai seorang istri;
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6. Bahwa perilaku Tergugat tidak pernah berubah yang menyebabkan
perselisinan dan pertengkaran tetap berlanjut sehingga puncaknya pada
Januari 2023 Tergugat kembali berselingkuh dengan tetangga persis
seberang jalan rumah kediaman bersama yang membuat Penggugat tidak
sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan
memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman
bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten
Malang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan dan sejak itu pula sudah
tidak ada hubungan lahir dan batin lagi antara Tergugat dengan Penggugat
kecuali hubungan dengan anak;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ronald
Ronald Budi Laksmana, S.H., Bary Fadly, S.H. dan Bagus Putra Insula, S.H.,
Advokat berkantor di Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05 Mangunrejo,
Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat
formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Suyono
sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2024, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang

menikah tanggal 25 Desember 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing
Kabupaten Malang;

2. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak
bernama Anak, laki-laki, lahir pada 18 Juni 2016;

3. Bahwa di bulan Januari 2012 antara Tergugat dengan Penggugat bangun

nikah dan selang waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
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benar jika penyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam

gugatannya.

a. Bukannya Tergugat tidak jujur terhadap upah yang diterima Tergugat,
sebab Tergugat bekerja jika ada orang yang menyuruh Tergugat;

b. Tergugat tidak pernah pergi keluar rumah tanpa seijin dan
sepengetahuan Penggugat, karena Tergugat selalu berpamitan kepada
Penggugat;

4. Bahwa tidak benar, anatara Tergugat dan Penggugat berpisah pada bulan
Januari tahun 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sendiri pada tanggal
11 Desember 2023, dan masih berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat, karena Tergugat
masih sanggup menafkahai lahir batin Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis selengkapnya pada berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 846/25/XI11/2006 tanggal 25
Desember 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sumbermanijing
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK

3507045701910002 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Prov

Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi sreenshot percakapan via WA, bermeterai cukup, telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI
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Saksi 1, Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kab. Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah
dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah berselingkuh
dengan wanita lain, yang pertama dengan wanita bernama Wil | pada
tahun 2012 dan yang kedua dengan wanita bernama Wil Il pada tahun
2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat
tinggal sekitar 9 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan menasihati dalam rangka
perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
Saksi 2, Saksi Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kab. Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bapak sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan
telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah berselingkuh
dengan wanita lain, yang pertama dengan Wil | pada tahun 2012 dan
yang kedua dengan wanita bernama Wil Il pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat
tinggal sekitar 9 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah
menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
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Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat,
maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah
memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat
tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan Tergugat menyatakan tidak
akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa
kepada Ronald Budi Laksmana, S.H., Bary Fadly, S.H. dan Bagus Putra Insula,
S.H., Advokat berkantor di Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05 Mangunrejo,
Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal
di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga
Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya
tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal
82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah
ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Suyono, namun kedua
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya
sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan
talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat
telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai pada duduk
perkara;

Menimang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok
sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam
rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan
Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan
Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa berupa fotokopi print out
percakapan whatsapp, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah
sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan, “Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah”. UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-
undang sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
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Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi
telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal
1911 KUH Perdata) dan  diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut
mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah
Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan
keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan
kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan
tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat,
bukti surat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah
dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut Tergugat;
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3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seakrang sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang
ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat
telah berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 9 bulan
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi
tidak berhasil,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah
tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;
Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-
sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga
timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan
dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;
Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam
penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting
dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka
sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:
1. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:
LS Las] g ll) S g Al e SIS D s B 480 ) g
Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan
memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.
Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;
2. Dalam kitab Fighussunnah Jilid VIl halaman 121-122:
Ana By Y e 3 S5 5 Pl s ok ool B
Al Ak Lgalla Legh D) (o (o) e sLagl Bl (u8 plall o 50
Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang
diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya
gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup
(suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan
dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka
hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan
talak bain.”
Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap
pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati
keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh
Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,
bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;
Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga

petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut
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dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat
kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.
FAHRURRAZI, M.H.l sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs.
A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H. Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I
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Drs. A. BASHORI, M.A.
Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 680.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
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